BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR S( TAHUN 2022
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUMENEP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI SUMENEP,

: bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Daerah, dan ketentuan Pasal 9
Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun
2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Sumenep, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sumenep.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6477),

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 224);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan  Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 186);



Menetapkan

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun
2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi
Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
451);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15
Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomeor 01);
dan

12. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 27 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun
2022 Nomor 27).

MEMUTUSKAN

: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUEKAN,

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUMENEP.

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sumenep.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten

Sumenep.

Bupati adalah Bupati Sumenep.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumenep.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang

terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD,

Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah,

dan Kecamatan.

6. Dinas Daerah adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Sumenep.
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7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sumenep.

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya
disebut UPTD adalah organisasi yang melaksanakan
kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang tertentu pada Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Sumenep.

9, Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk
melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara
langsung berhubungan dengan pelayanan
masyarakat.

10. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk
melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka
mendukung pelaksanaan tugas Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sumenep.

11. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sumenep.

12. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang
menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan
hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka
memimpin suatu satuan organisasi perangkat daerah.

13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang
menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan
hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu
satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya
didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan
tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

(1) UPTD merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang
tertentu di bidang sosial, pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak.

(2) UPTD dipimpin oleh Kepala yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
UPTD Kelas B, terdiri dan :

a. UPTD Rumah Perlindungan Sosial; dan
b. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.



Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (3), terdiri atas :

a. Kepala UPTD; dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
UPTD Rumah Perlindungan Sosial

Pasal 5

(1) UPTD Rumah Perlindungan Sosial Kabupaten
Sumenep sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang
dibidang fasilitasi Rumah Perlindungan Sosial.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), UPTD Rumah Perlindungan Sosial
menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program
kerja UPTD;

b. pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan,
kepegawaian, ketatalaksanaan, tata kearsipan,
perlengkapan, kebersihan, keamanan dan
ketertiban kantor dan areal Rumah Perlindungan
Sosial;

c. pelaksanaan pengoordinasian, pengendalian dan
penyebarluasan informasi penyelenggaraan serta
pelaksanaan kegiatan layanan UPTD;
pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kinerja
sumber daya aparatur UPTD;
pelaksanaan seleksi calon klien;
pelaksanaan perlindungan sosial;
pelaksanaan pelayanan sosial;
pelaksanaan pelayanan pemenuhan kebutuhan
dasar klien;
pelaksanaan konsultasi pelayanan sosial bagi
individu, keluarga dan masyarakat;
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(2)

(3)

j. penyiapan bahan dukungan teknis pembinaan
lanjut sampai dengan pemutusan kontrak
pelayanan;

k. penyiapan bahan dukungan teknis pelaksanaan
kerjasama pelayanan dan perlindungan sosial;

|. penyiapan dukungan teknis penyaluran/rujukan
dan pengangkatan/adopsi klien; dan

a. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

Pasal 6

UPTD  Perlindungan  Perempuan dan  Anak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf

b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis

operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang

dibidang pelayanan bagi perempuan dan anak yang
mengalami masalah  kekerasan, diskriminasi,
perlindungan khusus dan masalah lainnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), UPTD Perlindungan Perempuan dan

Anak menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program
kerja UPTD,;

b. pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan,
kepegawaian, ketatalaksanaan, tata kearsipan,
perlengkapan, kebersihan, keamanan dan
ketertiban kantor dan areal Perlindungan
Perempuan dan Anak;

c. pelaksanaan pengoordinasian, pengendalian dan
penvebarluasan informasi penyelenggaraan serta
pelaksanaan kegiatan layanan UPTD;

d. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kinerja
sumber daya aparatur UPTD;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
hasil kerja UPTD;

f. pelaksanaan penyediaan informasi yang
diperlukan dalam upaya pemulihan perempuan
dan anak yang yang berbasis gender;

g pelaksanaan penanganan pengaduan dan
pendampingan perempuan dan anak korban
kekerasan;

h. pelaksanaan rujukan kasus yang memerlukan
pelayanan kesehatan dan konseling bagi
perempuan dan anak korban kekerasan;

i, pelaksanaan fasilitasi rehabilitasi sosial bagi
perempuan dan anak korban kekerasaan;

j. pelaksanaan mediasi dan bantuan hukum bagi
perempuan dan anak korban kekerasaan;

k. pelaksanaan pemulangan dan reintegrasi sosial
bagi perempuan dan anak korban kekerasan;



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

l. pelaksanaan penyusunan rekomendasi hasil
pengelolaan kasus masalah kekerasan,
diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah
lainnya pada perempuan dan anak;

m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
melaksanakan kegiatan sesuai dengan keahlian dan
keterampilan yang dimiliki dalam rangka menunjang
pelaksanaan fungsi UPTD dan bertanggungjawab
kepada Kepala UPTD.

Kelompok  Jabatan  Fungsional  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah pejabat
fungsional vang terbagi dalam berbagai kelompok
sesuai dengan bidang keahlian atau keterampilannya.
Kelompok  Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh tenaga
fungsional senior yang ditunjuk sebagai Ketua
Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala
UPTD.

Pembinaan terhadap pejabat fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 8

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas dan fungsi
UPTD berpedoman pada peraturan perundang-
undangan.

Dalam melaksanakan tugas Kepala UPTD dan
Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik
dalam lingkungan masing-masing maupun antar
satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala UPTD  wajib melaksanakan  sistem
pengendalian internal dilingkungan masing-masing.
Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan
mengoordinasikan  bawahan dan  memberikan
pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas
bawahan.

Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi
petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas serta menyiapkan laporan berkala tepat pada
waktunya.



(6) Dalam menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas,
wajib menyampaikan tembusan kepada unit
organisasi lain yang secara fungsional mempunyai
hubungan kerja.

BABV
PENGISIAN JABATAN

Pasal 9

(1) Kepala UPTD dan Pejabat Fungsional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b,
diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai
dengan  peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

(2) Kepala UPTD adalah Jabatan Pengawas atau Jabatan
Eselon IVB.

(3) Selain Kepala UPTD dan Pejabat Fungsional, pada
UPTD terdapat jabatan pelaksana.

(4) Jumlah dan jenis jabatan fungsional dan jabatan
pelaksana ditentukan berdasarkan analisis jabatan
dan analisis beban kerja.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD
dibebankan pada APBD Kabupaten Sumenep dan sumber
lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,

a. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 119 Tahun 2018
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial

Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten
Sumenep Tahun 2018 Nomor 119); dan

b. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 120 Tahun 2018
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep (Berita
Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2018 Nomor
120),

dicabut dan dinyvatakan tidak berlaku.
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Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini  dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep

pada tanggal :| | 2022




Lampiran : Peraturan Bupati Sumenep
Nomor : ‘?3’ Tahunp 22022
Tanggal | _ LUL

STRUKTUR ORGANISASI
UPTD RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL
DAN UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

KEPALA UPTD

n
JABATAN
FUNGSIONAL




